BAB I1I
IMPELEMENTASI PROGRAM KELOMPOK ASUH
KELUARGA BINANGUN (KAKB) OLEH PEMERINTAH

KABUPATEN KULON PROGO TAHUN 2015 - 2016

Implementasi Program Kelompok Asuh Keluarga Binangun (KAKB)
Kabupaten Kulon Progo Tahun 2015 - 2016

Kelompok Asuh Keluarga Binangun yang merupakan salah satu program
pengentasan kemiskinan dari Kabupaten Kulon Progo. Kelompok Asuh
Keluarga Binangun merupakan kelompok pemberdayaan sosial ekonomi
masyarakat ditingkat pedukuhan yang keanggotaannya mencakup Keluarga
Sejahtera, dan Keluarga Miskin Absolut. Keikut sertaan Keluarga Sejahtera
dalam program ini dimaksudkan sebagai motivator sekaligus inovator
kegiatan dalam kelompok sehingga dapat memacu keluarga pra sejahtera dan
keluarga miskin absolut untuk bangkit dan memberdayakan diri. Kegiatan
dari Kelompok Asuh Keluarga Binangun (KAKB) berupa kegiatan
kewirausahaan secara berkelompok melalui warung - warung Kelompok
Asuh Keluarga Binangun (KAKB) atau kegiatan ekonomi produktif lainnya
sehingga keluarga pra sejahtera dan miskin absolut memperoleh peningkatan
penghasilan dalam bimbingan keluarga sejahtera didalam kelompoknya.

Kelompok Asuh Keluarga Binangun dapat memiliki orang tua asuh dari
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perusahaan - perusahaan milik pemerintah maupun swasta guna memperoleh
perkembangan kemajuan kelompok.

Tujuan dari adanya program Kelompok Asuh Keluarga Binangun ini
untuk memberdayakan keluarga Pra Sejahtera dan Keluarga Miskin Absolut
dari sisi ekonomi serta menumbuhkan semangat wirausaha melalui fasilitas
dan pendampingan oleh Keluarga Sejahtera agar lebih berdaya dari sisi
ekonomi dan juga adanya upaya mengangkat keluarga miskin absolut yang
secara fisik sudah tidak mungkin di berdayakan.

Manfaat dari adanya upaya Pemberdayaan ekonomi keluarga ini berbeda
dengan model - model pemberdayaan untuk pengentasan kemiskinan pada
umumnya. Pada umumnya upaya pengentasan kemiskinan ini dilakukan
dengan upaya penciptaan lapangan pekerjaan dengan pendirian perusahaan
atau industri. Dengan demikian model - model pengentasan kemiskinan ini
menjadi kurang optimal karena keluarga pra sejahtera dan keluarga miskin
absolut tetap rentan berada taraf semula manakala perusahaan yang dibangun
mengalami kebangkrutan dan terjadi PHK.

Sementara pemberdayaan ekonomi yang digagas oleh Pemerintah
Kabupaten Kulon Progo melalui Program Keluarga Asuh Keluarga Binangun
ini lebih mengarah pada penciptaan lapangan pekerjaan baru secara mandiri.,
pengelolaan usaha juga secara mandiri dan yang melaksanakan
pembimbingan adalah keluarga dengan taraf sejahtera yang tergabung dalam

Kelompok Asuh Keluarga Binangun (KAKB) itu sendiri.
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Dalam cara pandang ini, keluarga dipandang sebagai unit terkecil dalam
bermasyarakat dan memiliki pengaruh sangat besar terhadap lingkungan,
masyarakat, bangsa dan negara. Keluarga dianggap sebagai tiang negara
karena ddidalam keluarga - keluarga inilah sebuah negara terbangun.
Digambarkan baahwa apabila keluarga sebagai penyangga negara rapuh
karena lemah secara ekonomi, maka negarapun akan rapuh pula karena
keluarga yang lemah secara ekonomi mau tidak mau dianggap akan
membebani negara dan negara pun tidak mengharap dukungan keluarga
secara optimal untuk mendukung program pembangunan yang dilaksanakan
pemerintah. Dasar hukum program Keluarga Asuh Keluarga Binangun ini
tertuang dalam Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 19 Tahun
2015 Tentang Penanggulangan Kemiskinan.

Diambil dari Media Center Kabupaten Kulon Progo data pada tahun 2014,
dijelaskan bahwa Kelompok Asuh Keluarga Binangun (KAKB) memiliki
konsep pemberdayaan dengan prinsip keluarga sejahtera mengasuh keluarga
pra sejahtera.

1. Perumusan Program Kegiatan Kelompok Asuh Keluarga Binangun

(KAKB)

Perincian program kegiatan adalah perumusan kegiatan - kegiatan
apa saja yang akan dilaksanakan dalam program Kelompok Asuh
Keluarga Binangun (KAKB) Kabupaten Kulon Progo. Program ini
adalah program usulan dari Bupati Kabupaten Kulon Progo yaitu dr.

Hasto Wardoyo, S.P.(OG). hal ini dikemukakan oleh ibu Rr. Ratih
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Indriyani, SE selaku penanggung jawab program Kelompok Asuh
Keluarga Binangun (KAKB) dari seksi Ketahanan Kesejahteraan
Keluarga, Bidang Keluarga Berencana, Dinas Pemberdayaan Masyarakat
dan Desa, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten
Kulon Progo pada tahun 2013. Berikut merupakan penjelasan ibu Rr.

Rarih Indriyani, SE,

“kita memang ada program KAKB, dulunya program ini adalah
program yang diusulkan oleh pak bupati untuk mengurangi angka
kemiskinan di Kabupaten Kulon Progo,kegiatannya dengan nanti
berdagang atau industri kreatif, nha program ini kami nanti yang
kasih modal
Hal sebut sesuai dengan Undang - Undang Nomor 5 Tahun 1974
Tentang Pokok - Pokok Pemerintahan Daerah yang menegaskan bahwa
Pemerintahan Pusat dapat menyerahkan urusan kepada Pemerintah
Daerah dan menjadi urusan rumah tangganya dengan ketentuan tidak
melanggar urusan - urusan yang memang tidak di serahkan kepada
daerah meliputi:
a. Urusan Pertahanan
b. Urusan Monoter

c. Urusan Peradilan

d. Urusan Luar Negeri
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Kegiatan ini melibatkan keluarga sejahtera dan keluarga miskin
absolut dlam satu kelompok yang terdiri dari 10 orang. Dengan adanya
keselarasan antara semua pihak berdasarkan tingkat kesejahteraan
masyarakat diharapkan dapat terjalin kerjasama yang baik.

Pengentasan kemiskinan di Kabupaten Kulon Progo dirasa
merupakan pekerjaan rumah pertama dari masa kepemimpinan dr. Hasto
Wardoyo, S.P(OG) setelah menjabat bupati pada tahun 2012. hingga
sekarang persoalan kemiskinan menjadi hal yang tidak akan pernah habis
untuk diperbincangkan apalagi menyangkut dengan kesuksesan
kepemimpinan. Kemiskinan sendiri dirasa memberikan dampak negatif
ke semua sektor yaitu dapat meningkatkan pengangguran, kriminalitas,
menjadi pemicu tumbulnya bencana sosial dan akan menhambat
kemajuan dari suatu daerah.

Kabupaten Kulon Progo ini sebagai salah satu Kabupaten di Provinsi
Daerah Istimewa Yogyakarta yang masih dihadapkan dengan persoalan
kemiskinan. Data yang diambil dari Badan Pusat Statistika Kabupaten
Kulon Progo menunjukkan pada tahun 2011 angaka kemiskinan
Kabupaten Kulon Progo masih mencapai 24,64% dan menduduki
peringkat ke-empat di Daerah Istimewa Yogyakarta. Hal ini merupakan
suatu yang serius untuk ditangani oleh Pemerintah Daerah Kabupaten
Kulon Progo seiring dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah
(RPJM) dan Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) serta

Rencana Tata Ruang Tata Wilayah (RTRW) Kabupaten Kulon Progo
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menargetkan pembangunan besar - besaran di kawasan Kabupaten Kulon
Progo yang tentunya dibutuhkan kesiapan dari masyarakat daerah untuk
mempu menerima pembangunan - pembangunan tersebut, sehingga
masyarakat lokal secara langsung maupun tidak langsung dapat
diuntungkan dengan pembangunan yang ada di daerahnya.

Sebelumnya, Dr. Nano Prawoto, SE., M.Si dan Agus Tri Basuki,
SE.,M.Si (2013; 31) dalam penelitian berjudul Penyusunan Indikator dan
Pemetaan Kantong Kemiskinan di Kabupaten Kulon Progo Daerah
Istimewa Yogyakarta menjelaskan bahwa kemiskinan yang terjadi di
Kabupaten Kulon Progo ini terjadi terutama disebabkan oleh rendahnya
kualitas Sumber Daya Manusia dan Sumber Daya Alam sehingga
masyarakat tidak dapat berproduksi dengan optimal. Pada kondisi ini unit
- unit produksi tidak dapat berfungsi secara optimal sehingga tidak
mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat baik dari aspek sosial
ekonomi maupun lingkungan. Kata kunci untuk pola kemiskinan ini
adalah ketidakberdayaan masyarakat sebagai subyek pembangunan.

Oleh karena itu, Pemerintah Kabupaten Kulon Progo mengeluarkan
beberapa terobosan - terobosan pengentasan kemiskinan yaitu Kelompok
Asuh Keluarga Binangun (KAKB). Program ini dirintis tahun 2012 dan
dimulai tahun 2013. namun pada saat itu belum ada peraturan yang
mengikat. Peraturan tentang program ini baru dikeluarkan tahun 2015

setelah ada teguran dari Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten
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Kulon Progo. Pihak yang menegur adalah Ketua Fraksi PAN DPRD

Kabupaten Kulon Progo sebagai berikut:

“awal dari program ini itu 2013 tapi kemarin ada beberapa
permasalahan diantaranya adalah itu pengurus di KAKB tidak jelas,
serta itu tidak ada peraturan yang mengikat. Jadi waktu itu kami
minta untuk dilampirkan pengurus kelompok yang jelas dan juga
kami minta itu peraturannya. Nha itu langung dibuatkan dan 2015
baru diterbitkan.”

Peraturan Daerah yang terbentuk adalah Peraturan Daerah
Kabupaten Kulon Progo Nomor 19 Tahun 2015 tentang Penanggulangan
Kemiskinan. Ruang lingkup dari penanggulangan kemiskinan ini
meliputi perlindungan dan pemenuhan terhadap hak dasar keluarga
miskin, penyelerasan untuk mewujudkan keterpaduan program
penanggulangan kemiskinan dan percepatan penanggulangan kemiskinan
melalui pola kemitraan. Terhadap penduduk dan keluarga dengan
kategori kemiskinan, Pemerintah Daerah bertanggungjawab untuk:

1) Melindungi hak dasar
2) Memberikan pelayanan dasar
3) Melaksanakan secara konsisten, menyelaraskan dan memadukan

program penanggulangan kemiskinan

4) Membangun kemitraan dalam penaggulangan kemiskinan.
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Perlu untuk diketahui bahwa dalam perumusan program ini
diperlukannya beberapa indikator - indikator penyusun sebagai berikut:
a. Perincian Tugas

Strategi penanggulangan kemiskinan di Daerah dalam Peraturan
Daerah Nomor 19 Tahun 2015 dilakukan melalui kebijakan yang
berpihak kepada masyarakat miskin dan melindungi masyarakat
miskin agar tidak jatuh miskin. Startegi penanggulangan kemiskinan
terbagi dalam kegiatan - kegiatan yaitu sebagai berikut:

1) Pemberian bantuan sosial terpadu berbasis keluarga dan
perlindungan terhadap keterlantaran.

2) Penanggulangan kemiskinan berbasis pemberdayaan masyarakat

3) Penanggulangan kemiskinan berbasis pemberdayaan ekonomi
mikro dan kecil

4) Peningkatan dan perluasan program pro rakyat.

Pada setip desa diangkat Kader Penanggulangan Kemiskinan
Daerah yang bertugas melaksanakan pendampingan terhadap
penduduk dan keluarga dengan kategori kemiskinan. Tugas
pendampingan yang dimaksud adalah:

1) Menginformasikan  berbagai  program  dan  kegaitan
penanggulangan kemiskinan kepada masyarakat di Daerah

2) Melaksanakan penilaian dan membantu akses kegiatan
penanggulangan kemiskinan terhadap kasus yang dihadapi

penduduk dan keluarga dengan kategori kemiskinan
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3) Melaksanakan tugas dan fungsi pendampingan secara luas
terhadap program dan kegiatan penanggulangan kemiskinan

4) Melaksanakan tugas dan koordinasi dengan organisasi perangkat
daerah terkait di tingkat Kabupaten, Kecamatan dan Desa dalam
pelaksanaan program dan kegiatan penanggulangan kemiskinan.

Jumlah kader pada setiap desa proporsional dengan
memperlihatkan jumlah penduduk dn luas desa yang bersangkutan.
Pengangkatan Kader Penanggulangan Kemiskinan Daerah dilakukan
oleh Kepala Organisasi Perangkat Daerah yang mempunyai tugas
dan tanggungjawab dibidang penanggulangan kemiskinan.

Dalam rangka percepatan penanggulangan kemiskinan
dilakukan pendampingan penduduk dan keluarga dengan kategori
kemiskinan oleh aparatur Pemerintah Daerah.

Masyarakat diberikan kesempatan seluas - luasnya untuk
berperan aktif dalam program pemberdayaan penduduk dan keluarga
dengan kategori kemiskinan serta penanggulangan kemiskinan yang
dilaksanakan oleh:

1) Pemerintah
2) Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta
3) Pemerintah Daerah

4) Dunia Usaha

128



Keterlibatan masyarakat dalam program penanggulangan
kemiskinan berperan aktif mulai dari proses perencanaan,
pelaksanaan,pengawasan, pemantauan dan evaluasi. Masyarakat
yang dimaksud adalah berupa perorangan, keluarga, kelompok,
organisasi sosial, yayasan, lembaga swadaya masyarakat, lembaga
kesejahteraan sosial, akademisi, organisasi profesi, pengusaha dan
organisasi kemasyarakatan.

Organisasi atau lembaga yang berperan serta dalam
penanggulangan kemiskinan dapat dibentuk atas inisiatif masyarakat
atau prakarsa pemerintah sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang - undangan. Pemerintah Daerah dalam hal ini
memberikan dorongan dan pembinaan atas peran serta masyarakat
dalam upaya penanggulangan kemiskinan. Dalam rangka
memberikan dorongan dan pembinaan peran serta masyarakat dapat
dibentuk wadah atau forum potensi sumber kesejahteraan sosial.

Program Kelompok Asuh Keluarga Binangun (KAKB) sesuai
dengan apa yang tertuang dari Peraturan Daerah Nomor 19 Tahun
2015 dimana pemerintah sebagai pemegang kekuasaan yang ada di
daerah telah menciptakan program pengentasan kemiskinan dengan
salah satu strategi menggunakan bantuan modal kepada masyarakat
miskin yang ada di Kulon Progo. Hal ini dikemukakan oleh ibu Rr.

Ratih Indriyani, SE selaku penanggung jawab program kegiatan
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Kelompok Asuh Keluarga Binangun (KAKB) pada saat itu sebagai

berikut:

“sistem yang kami gunakan dalam program KAKB ini setiap
kelompok kami kasih kan dana Rp. 10.000.000,- (Sepuluh juta

rupiah) dan kami titipkan di BPD Bank Pasar. Itu uang tidak

dikembalikan, bentuknya semacam hibah untuk permodalan

kelompok itu.”

Pelaksana utama program Kelompok Asuh Keluarga Binangun
(KAKB) ini adalah Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa,
Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Kulon
Progo. Selain itu untuk membantu program ini diperlukan peran serta
ke aktifan masyarakat baik masyarakat secara lebih luas atau dalam
artian masyarakat sejahtera yang berperan sebagai motivator dan
pembimbing jalannya kegiatan dilapangan. Hal ini disampaikan oleh

Ketua Fraksi PAN, Priyo Santoso ketika wawancara di Gedung

DPRD Kulon Progo sebagai berikut:

“visi daripada program itu bagus. Jadi kalau warga miskin
langusng  diberikan dana tidak akan berjalan karena
pengembangan dana juga butuh SDM. Jadi sekali lahi ini
adalah program kombinasi  adanya fungsi dari masyarakat
yvang kaya atau cukup untuk mendampingi”

Selain itu, pendapat yang sama juga dikemukakan oleh ibu Rr.
Ratih Indiyanti, SE ketika wawancara di Gedung Badan Keluarga

Berencana sebagai berikut:
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“Program KAKB ini perpaduan antara si kaya dan si miskin
Jadi nanti dalam perjalanan supaya tidak mandek harus
adaanya peran dari si kaya untuk mendampingi si miskin, nha
si miskin ini fungsinya yang akan di berdayakan oleh di kaya
itu. ”

Program Kelompok Asuh Keluarga Binangun (KAKB)
disosialisasikan kepada masyarakat melalui Kecamatan kepada
beberapa desa dan dusun yang termasuk dalam wilayah
administrasinya. Sosialisasi ini dilaksanakan pada tahun 2012. Untuk
mempermudah program ini, Kecamatan bekerjasama dengan
Kelurahan untuk membimbing dusun - dusun yang ada di dalamnya
untuk mensosialisasikan program dan selanjutnya membuat proposal
usaha untuk diajukan ke Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa,
Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana.

Setelah proposal masuk ke dinas, Dinas Pemberdayaan
Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan Keluarga
Berencana menyeleksi proposal - proposal yang telah masuk untuk
selanjutnya di tentukan kelompok - kelompok yang dikira cukup
layak untuk diberikan dana hibah. Pemberian dana Hibah melalui

Bank Pembangunan Daerah Kabupaten Kulon Progo atau BPD

Kulon Progo.
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Dituturkan oleh Ibu Rr. Ratih Indriyani, SE Bidang Keluarga
Berencana Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian
Penduduk dan Keluarga Berencana proposal yang masuk lebih dari

200 proposal.

“kami menyeleksi semua proposal yang masuk ke kami. Hampir
semua dusun di Kulon Progo mengirimkan proposal ke dinas
proposal yang masuk ke kami lebih dari 200 proposal. Terus
seleksi diambil 100 kelompok..”

Selain itu, dalam program Kelompok Asuh Keluarga
Binangun(KAKB) ini terdapat kelompok target yaitu kelompok -
kelompok KAKB yang tergabung dalam POSDAYA (Pos
Pemberdayaan) yang ada di pedukuhan. Kelompok Asuh Keluarga
Binangun terdari dari dua macam yaitu Kelompok Asuh Keluarga
Binangun (KAKB) Warung dan Kelompok Asuh Keluarga Binangun
(KAKB) Ekonomi Produktif.

Telah dijelaskan dinas bahwa Kelompok Asuh Keluarga
Binangun (KAKB) ini terdiri dari dua unsur yaitu keluarga sejahtera
dan keluarga miskin absolut. Perencanaan awal diharapkan keluarga
sejahtera dapat membimbing keluarga miskin absolut sehingga dapat
berkembang dan keluar dari kemiskinannya. Hal ini dijelaskan oleh

Ketua Fraksi PAN Dewan Perwakilan Daerah Kabupaten Kulon

Progo bapak Priyo Santoso sebagai berikut:
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“kelompok itu diberikan dana oleh Kabupaten untuk bisa di
kembangkan. Hasil dari pengenbangan itu untuk kesejahteraan
anggota miskin dikelompok itu, fungsinya yang kaya itu adalah
untuk  mendampingi secara pemikiran, kemampuan dan yang
lain - lain.  Manfaat hasil untuk yang miskin. KAKB

didalamnya ada dua unsur  yang saling menjalankan
usahanya. Jadi kalau warga miskin ~ langusng diberikan dana
tidak akan berjalan karena pengenmangan dana juga butuh

SDM. Jadi sekali lagi ini adalah program kombinasi  adanya
fungsi dari masyarakat yang kaya atau cukup untuk dapat
mendampingi. Pendampingan itu tidak serta merta memberikan
barang atau harta katakanlah tetapi juga diharapkan mampu
mendeteksi  apa  penyebab  faktor  kemiskinan  dan
mengakomodasi faktor - faktor  yang menjadikan
kemiskinan.”

Terdapat kesesuaian antara apa yang tertuang dalam Peraturan

Daerah Nomor 19 Tahun 2015 serta fakta di lapangan dan apa yang

telah diimpelemtasikan bahwa terdapat semua pihak yang tergabung

di dalam implementasi program KAKB. Adanya peran masyarakat

didalamnya diharapkan mampu untuk mengangkat perekonomian

masyarakat miskin absolut.

Perumusan Tujuan yang Jelas

Pengentasan kemiskinan melalui KAKB yang tertuang dalam

Peraturan Daerah Nomor 19 Tahun 2015 bertujuan untuk:

1)

2)

3)

Terwujudnya perlindungan, penghormatan dan pemenuhan hak -
hak dasar penduduk miskin secara bertahap agar dapat menjalani
kehidupan yang bermartabat

Tercapainya proses percepatan penurunan jumlah penduduk
miskin di Daerah

tercapainya penurunan jumlah pengangguran
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4)

5)

Terjaminnya konsistensi, integrasi, sinkronisasi  dan sinergi
antar Organisasi Perangkat Daerah dan pemangku kepentingan
dalam penanggulangan kemiskinan

Terwujudnya kondisi dan lingkungan ekonomi, politik, sosial
dan budaya yang memungkinkan keluarga miskin dapat
memperoleh kesempatan seluas - luasnya dalam pemenuhan hak
dasar dan peningkatan taraf hidup secara berkelanjutan.

Sasaran dari penanggulangan kemiskinan model ini adalah

penurunan angka kemiskinan pada keluarga miskin secara bertahap,

terarah dan terukur. Uraian tersebut sesuai dengan tujuan dari

program Kelompok Asuh Keluarga Binangun (KAKB) ini. Program

yang dirintis tahun 2012 awal ini menargetkan terwujudnya 100

kelompok KAKB dengan basis ekonomi mandiri. Hal ini pernah di

kemukakan oleh staf Bupati Kulon Progo Bidang Pemerintahan saat

itu yaitu Herminantarti sebagai berikut:

“Program ini merupakan program pemikiran Bupati Kulon
Progo, Bapak Hasto Wardoyo. Bahwa POSDAYA dan
Kelompok Asuh Keluarga Binangun untuk mensukseskan
program ini, Pemerintah Kabupaten Kulon Progo sudah
menandatangani nota kesepahaman dengan Yayasan Dana
Sejahtera Mansiri tentang pengentasan kemiskinan dan
peningkatan sumber daya manusia sebagai upaya pencapaian
Millenium Development Goals (MDG’s) melalui pemberdayaan
masyarakat”
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Tujuan dari program Kelompok Keluarga Asuh Keluarga
Binangun ini jelas yaitu program ini difungsikan sebagai alat untuk
membantu mengentaskan kemiskinan di Kabupaten Kulon Progo
dengan memanfaatkan potensi - potensi lokal yang ada di daerah
sehingga dapat mendukung program pengentasan kemiskinan lain
yang di gagas oleh Bapak dr. Hasto Wardoyo, S.P(OG) yaitu Bela
Beli Kulon Progo.

Bela Beli Kulon Progo sendiri adalah gerakan masyarakat untuk
membeli produk - produk daerah asli Kabupaten Kulon Progo guna
meningkatkan pendapatan masyarakat yang ada di Kabupaten Kulon
Progo. Dengan adanya Kelompok Asuh Keluarga Binangun (KAKB)
dimana kelompok berperan sebagai produsen dan masyarakat Kulon
Progo atau khususnya masyarakat sekitar kelompok menjadi
konsumen dari produk yang KAKB jual. Hal ini disampaikan oleh
ibu Rr. Ratih Indriyanti, SE Bidang Keluaga Berencana Dinas
Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan

Keluarga Berencana Kabupaten Kulon Progo sebagai berikut:

“va Kelompok KAKB ini tujuannya ya memberdayakan
masyarakat - masyarakat desa secara ekonomi produktif.
Untuk menekan angka  kemiskinan di Kulon Progo dan
secara tidak langsung menyerap angka pengangguran”
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Program yang merupakan pemikiran dari Bupati Kabupaten
Kulon Progo, Bapak dr. Hasto Wardoyo, S.P(OG) ini bertujuan
mengantarkan masyarakat miskin absolut mampu untuk masuk ke
kelompok pemberdayaan dan dapat menikmati fasilitas yang
diberikan pemerintah daerah. Selain itu menurut Herminingtarti
selaku Staf Bupati Kabupaten Kulon Progo Bidang Pemerintahan,
program Kelompok Asuh Keluarga Binangun ini digiatkan dalam
rangka mensejahterakan dan mengentaskan kemiskinan. Oleh karena
itu Pemerintah Kabupaten Kulon Progo telah menandatangai nota
kesepahaman dengan Yayasan Dana Sejahtera Mandiri tentang
pengentasan kemiskinan dan peningkatan kualitas sumber daya
manusia sebagai upaya pencapaian Millenium Development Goals
(MDG’s) melalui pemberdayaan masyarakat.

Tujuan pencapaian MDG’s yakni memberantas kemiskinan dan
kelaparan, mewujudkan pendidikan dasar, mendorong kesetaraan
gender, dan pemberdayaan perempuan, menurunkan angka kematian
anak, meningkatkan kesehatan ibu hamil, memastikan kelestarian
lingkungan dan mengembangkan kemitraan global untuk
pembangunan.

Dari penjabaran yang dituturkan oleh pengelola program
Kelompok Asuh Keluarga Binangun ini terdapat kesamaan tujuan
antara pemerintah daerah dengan program yang dilaksanakan oleh

instansi - instansi Pemerintahan. Program Kelompok Asuh Keluarga
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Binangun (KAKB) merupakan salah satu cara yang digunakan oleh
Pemerintah Daerah untuk mencapai tujuan yang telah direncanakan.
Penentuan Biaya dan Waktu

Pembiayaan program Kelompok Asuh Keluarga Binangun
dsediakan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan
sumber lain yang sah dan tidak mengikat. Besarnya dana untuk
kegiatan pemberdayaan masyarakat inidiintegrasikan kedalam
anggaran penyusunan program atau kegiatan Organisasi Perangkat
Daerah terkait.

Berjalan atau tidaknya suatu program kegiatan tidak dapat
terlepas dari adanya biaya atau tidak. Program biasanya akan terhenti
apabila dana atau biaya tidak ada. Dalam program Kelompok Asuh
Keluarga Binangun (KAKB) ini setidaknya membutuhkan dana Rp.

1.000.000.000,- (1 milyar rupiah).

“total dana yang dibutuhkan untuk terselenggaranya program

ini adalah senilai Rp. 1.000.000.000,-, itu diambilkan juga

dari  APBD 2013 dan langsung dikirimkan ke kelompok -

kelompok yang sudah menang dalam proses seleksi”

Untuk pengalokasian dana Rp. 1.000.000.000,- tersebut,
Pemerintah Daerah Kabupaten Kulon Progo dalam hal ini adalah
Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk

dan Keluarga Berencana Kabupaten Kulon Progo memberikan

masing - masing kelompok yang lolos dalam program ini senilai
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Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah). hal tersebut juga di
sampaikan oleh Ketua Fraksi PAN Dewan Perwakilan Rakyat

Daerah Kabupaten Kulon Progo, Priyo Santoso.

“Pemerintah itu memberikan Rp. 10.000.000,- juta untuk
masing - masing kelompok penerima Hibah KAKB. Dan itu
kelompoknya ada 100  jadi kalau 10 dikalikan Rp.

10.000.000,- itu sekitar 1 miliyar itu  kami alokasikan™
Berikut adalah rincian dana untuk Kelompok Asuh Keluarga
Binangun (KAKB) Kabupaten Kulon Progo:
Tabel 3.1

Rincian Anggaran dan Sumber Pembiayaan Program KAKB

No Sumber Pembiayaan Jumlah
1 CSR Pabrik Quick Salamrejo Rp. 100.000.000,-
2 APBD Kab. Kulon Progo th. Rp. 900.000.000,-
2013
Total Rp. 1.000.000.000,-

Sumber: Data Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa,
Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Kulon

Progo

Pengalokasian dana tersebut adalah tahun 2014, hal ini

disampaikan oleh kelompok - kelompok KAKB yang telah Ilolos.

Tahun penganggaran untuk program ini adalah tahun 2013. Selain itu,
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untuk menunjang program ini pemerintah daerah berhasil menarik
dana CSR dari pabrik traktor yang berada di kelurahan Salamrejo,
Sentolo senilai Rp. 10.000.000,- (Sepuluh juta rupiah). dana ini
diberikan kepada kelompok melalui Bank Pasar Daerah Kabupaten
Kulon Progo (BPD). hal ini di sampaikan oleh ketua fraksi PKS
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kulon Progo

Muhyadi.

“pada tahun 2013 pemerintah Kabupaten Kulon Progo
mencairkan anggaran 10 miliar kemudian dititipkan ke
BPD Bank Pasar Kulon Progo untuk kemudian disalurkan ke
kelompok - kelompok KAKB  yang lolos untuk di danai”
Namun, saat dana tersebut masuk terdapat beberapa
permasalahan dan kesalah pahaman antara instansi yang satu dengan

yang lain. Hal tersebut di jelaskan oleh ibu Rr. Ratih Indriyanti, SE

selaku penanggung jawab program ini.

“Nha saat dana segitu banyaknya turun, BPK langsung turun

untuk  mengawasi dana tersebut langsung disidak oleh BPK.

Lha orang dana 10 milyar itu bukan dana yang sedikit juga

untuk pelaksanaan  program dan kami ada temuan - temuan

dari BPK saat itu.

Hal itu dibenarkan oleh Ketua Fraksi PAN DPRD Kabupaten
Kulon Progo yang menyebutkan bahwa berdasarkan resume hasil

pemeriksaan atas sistem pengendalian internal, BPK memerintahkan

Pemerintah Kabupaten Kulon Progo menegur secara tertulis kepada
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Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat, Pemerintah Desa dan
Keluarga Berencana Kabupaten Kulon Progo yang dinilai lemah
dalam mengendalikan dan mengawasi pelaksanaan hibah KAKB.

Selain itu, BPK pada tahun 2014 memerintahkan kepada kepala
Badan Pemberdayaan Masyarakat, Pemerintahan Desa dan Keluarga
Berencana menegur penanggungjawab dari program KAKB yang
belum melakukan identifikasi resiko penyalurah dana hibah ini.

Hal ini sangat disayangkan oleh Muhyadi sebagai kerua Fraksi

PKS DPRD Kabupaten Kulon Progo

“ini perlu dicermati, anggaran tersebut disimpan di BPD Bank
Pasar. Jangan sampai bermasalah seperti pemberian bantuan
modal lembaga keuangan mikro (LKM) disetiap desa yang
memakan korban hingga masuk penjara karena korupsi”

Total biaya yang digunakan dalam program ini mencapai Rp.
1.000.000.000,- (1 Miliar Rupiah). Modal tersebut diambil dari
Anggaran Pendapatan dan Anggaran Belanja Kabupaten Kulon
Progo tahun 2013 sebesar Rp. 900.000.000 (Sembilan Ratus juta
Rupiah) dan Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) dari CSR Pabrik
Quick yang berada di Salamrejo, Kecamatan Sentolo. Dana tersebut
di titipkan oleh Pemerintah Kabupaten Kulon Progo kepada Bank
Pembangunan Daerah Bank Pasar Kabupaten Kulon Progo untuk

disalurkan kepada masing - masing kelompok yang telah lolos.
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dana yang di gunakan dalam pembiayaan program ini mencakup
dana dari APBD yang dianggarkan tahun 2012 dan 2013. selain itu
sebagian anggaran yang digunakan untuk pembiayaan kelompok
diterima dari CSR Pabrik Traktor yang berada di Kecamatan
Sentolo.
Perumusan Kegiatan

Dalam Peraturan Daerah Nomor 19 Tahun 2015 tentang
Penanggulangan Kemiskinan, KAKB dalam penanggulangan
kemiskinan berasaskan pada:
1) Kemanusiaan
2) Keadilan Sosial
3) Gotong Royong
4) Kesejahteraan
5) Kesetiakawanan
6) Keberlanjutan
7) Keterpaduan
8) Pemberdayaan

Penduduk dan keluarga dengan kategori kemiskinan berhak
untuk memiliki hak dan melaksanakan tanggung jawabnya.
Penduduk dan Keluarga dengan kategori kemiskinan berhak sebagai
berikut:
1) Memperoleh kecukupan pangan, sandang dan perumahan

2) Memperoleh pelayanan kesehatan
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3)

4)

5)

6)

7)

8)

9)

Memperoleh pendidikan yang dapat meningkatkan martabatnya
Mendapatkan  perlindungan  sosial dalam  membangun,
mengembangkan serta memberdayakan diri dan keluarganya.
Mendapatkan pelayanan sosial melalui jaminan sosial,
pemberdayaan dan rehabilitasi sosial dalam membangun,
mengembangkan, serta memberdayakan diri dan keluarganya.
Memperoleh derajat kehidupan yang layak

Memperoleh lingkungan hidup yang sehat dan nyaman
Meningkatkan kondisi kesejahteraan yang berkesinambungan
dan

Memperoleh pekerjaan dan kesempatan berusaha

Sedangkan daripada itu, penduduk dan keluarga dengan kategori

miskin, bertanggung jawab untuk:

1)

2)

3)

4)

5)

Menjaga diri sendiri dan keluarganya dari perbuatan yang dapat
mengganggu kesehatan, kehidupan sosial, dan ekonomi.
Meningkatkan kepedulian dan ketahanan sosial dalam
bermasyarakat

Memberdayakan dirinya agar mandiri dan meningkatkan taraf
kesejahteraan serta berpartisipasi dalam upaya penanggulangan
kemiskinan

Berusaha serta bekerja sesuai dengan kemampuan

Meningkatkan taraf hidupnya dalam upaya percepatan

penanggulangan kemiskinan
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6) Memberikan informasi dan data yang benar dalam program dan
kegiatan penanggulangan kemiskinan.

Penduduk dan keluarga dengan kategori kemiskinan
memperoleh perlindungan sosial meliputi rehabilitasi sosial, bantuan
sosial, asisten sosial, asuransi kesejahteraan sosial, jaminan soisal
sesuai jenis dan kriteria sasaran berdasarkan ketentuan peraturan
perundang - undangan.

Program penanggulangan kemiskinan berbasis pemberdayaan
masyarakat diatas dilakukan dengan kegiatan meliputi:

1) Pelatihan keterampilan diberikan dalam berbagai jenis dan
jenjang pelatihan

2) Bimbingan, pengelolaan atau manajemen kewirausahaan

3) Fasilitas peningkatan partisipasi dan swadaya masyarakat

4) Fasilitas  pengorganisasian  relawan  atau  pemerhati
penanggulangan kemiskinan

5) Fasilitas usaha kelompok

6) Fasilitas kemitraan Pemerintah Daerah dan swasta

Pelatihan keterampilan dilaksanakan secara periodik sampai
terampil dan mandiri. Setiap penduduk dan keluarga dengan kategori
miskin yang mengikuti pelatihan keterampilan diberikan modal
usaha. Selain itu, pendampingan dilakukan dalam rangka penguatan
dan keberlanjutan usaha penduduk dan keluarga dengan kategori

kemiskinan. Program penanggulangan berbasis pemberdayaan usaha
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mikro dan kecil dilakukan dengan pemberian bantuan modal usaha

meliputi:

1) Peningkatan permodalan bagi penduduk dan keluarga dengan
kategori miskin

2) Perluasan akses pinjaman modal murah oleh lembaga keuangan
bagi penduduk dan keluarga dengan kategori miskin

3) Peningkatan pemberian pinjaman dana bergulir

4) Peningkatan saran dan prasarana usaha.

Setelah dana turun kepada kelompok, Dinas Pemberdayaan
Masyarakat memberikan pelatihan kepada kelompok - kelompok
yang tergabung dalam KAKB di tingkat Kabupaten. Pelatihan yang
diberikan meliputi pelatihan administrasi dan pelatihan penjualan.
Hal tersebut disampaikan oleh salah satu kelompok Kelompok Asuh
Keluarga Binangun (KAKB) yang berada di Kecamatan Temon,

Maju Mulia yaitu ibu Rantiyah yang menjelaskan sebagai berikut:

“Dana itu turun ke kita tahun 2014 akhir mbak. Nha setelah itu

dari Dinas ada semacam penyuluhan gitu. Kita semua

digabungin di gedung kaca. disana kita dikasih semacam

penyuluhan pelatihan pembukuan”

Dalam program Kelompok Asuh Keluarga Binangun,
Pemerintah Daerah Kabupaten Kulon Progo menunjukkan bahwa

pengentasan kemiskinan tidak hanya dapat diatasi dengan pemberian

bantuan langsung kepada masyarakat. Namun juga dapat melalui
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pemberian modal usaha yang dapat berguna untuk menciptakan
peluang usaha di sekitarnya. Salah satu kelompok KAKB yang
cukup berhasil adalah Kelompok KAKB Teratai Il yang berada di
Bantar Wetan, Banguncipto, Kecamatan Sentolo.

Kelompok KAKB Teratai II ini bergerak di bidang ekonomi
produktif yaitu kerajinan rajut. Dalam kelompok KAKB ini pengurus
mampu menyerap tenaga - tenaga kerja warga sekitar untuk ikut
membantu dalam pembuatan rajutan. Pemasaran kelompok ini di
bantu oleh Dinas Perindutrian Kabupaten Kulon Progo. Dari data
yang ada kelompok KAKB Teratai II sudah memiliki hampir 20
pegawai belum termasuk kelompok KAKB. Ketua kelompok KAKB

Teratai II, Ibu Sumartini menuturkan sebagai berikut:

“kelompok kami sudah berjalan dulu mbak. Baru diajukan ke
dinas waktu ada pembukaan itung - itung buat tambah modal
usaha to. Kegiatan kami selalu rutin arisan kumpul - kumpul
tiap bulan mbak setiap tanggal 14 jadi antara anggota satu dan
lain juga dekat. Sistem di kelompok kami, semua ikut kerja
kalau ngak kerja ya tidak di bayar, tapi nanti pas lebaran ya
kami kasih - kasih bingkisan itu keluarga yang kurang mampu.”

Sistem KAKB dimana didalamnya terdapat perpaduan antara
keluarga sejahtera dengan keluarga miskin absolut menunjukkan asas
- asas yang terdapat di dalam Peraturan Daerah Nomor 19 Tahun

2015 terwujud dengan baik di beberapa kelompok.
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2. Penentuan Kelompok Sasaran Program Kelompok Asuh Keluarga
Binangun (KAKB)

Dalam proses implementasi program seperti yang di kemukakan oleh
Suranto (2014: 23) diperlukan sekurang - kurangnya ada tiga unsur yang
berperan yaitu adanya program atau kebijakan yang dilaksanakan, adanya
kelompok target dan adanya pelaksanaan (implementor). Dalam program
Kelompok Asuh Keluarga Binangun (KAKB) dan diambil dari rencana
kerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian
Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Kulon Progo didapat
bahwa KAKB merupakan turunan dari kegiatan Pos Pemberdayaan,
sasaran program ini adalah pedukuhan yang ada di Kabupaten Kulon
Progo.

a. Sosialisasi kelompok - kelompok sasaran
Tidak jauh berbeda dengan implementasi program lainnya.
Dalam pengimplementasian program Kelompok Asuh Keluarga
Binangun (KAKB) dimulai dengan proses sosialisasi program. Rr.

Ratih Indriyanti SE menuturkan:

“Proses pertama kami ya melakukan sosialisasi karena kalau
tidak di sosialisasikan banyak masyarakat yang tidak tahu
program ini. Oleh karena itu kami mengundang pihak
kecamatan dulu untuk kemudian kecamatan mensosialisasikan
program yang dari kita. ”
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Sosialisasi dilaksanakan oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat
dan Desa, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
Kabupaten Kulon Progo kepada pihak kecamatan untuk kemudian
diturunkan ke pihak desa. Isi dari sosialisasi meliputi:

1) Struktur penulisan proposal kewirausahaan
2) Alur dalam pengumpulan proposal
3) Ketentuan perlombaan

Program KAKB ini mendapat respon yang baik dari pemerintah
yang berada di tingkat Kecamatan.
Penyaringan kelompok - kelompok sasaran

Tahap kedua adalah penyaringan kelompok - kelompok yang
telah mengumpulkan proposal kepada Dinas Pemberdayaan
Masyarakat, dan Desa, Pengendalian Penduduk dan Keluarga
Berencana Kabupaten Kulon Progo. Proposal yang masuk berjumlah
lebih dari 200 proposal untuk kemudian hanya menjadi 100
kelompok.. hal tersebut disampaikan oleh Ibu Rr. Ratih Indriyanti,

SE, sebagai berikut:

“saat proposal masuk ke kami, itu ada banyak sekitar 200
proposal masuk. Tapi kami hanya memilih menjadi 100.
proposalnya ya di kririm ke dinas ke kantor nanti kami ada tim
sendiri untuk pendaftaran
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Penyaringan proposal dilakasanakan oleh seksi Ketahanan
Kesejahteraan Keluarga, Bidang Keluarga Berencana, Dinas
Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan
Keluarga Berencana.

Penentuan kelompok - kelompok sasaran

Penentuan kelompok - kelompok yang lolos dalam tahap seleksi
proposal dilaksanakan 3 bulan setelah batas akhir proposal masuk ke
dinas. Dari proposal yang masuk, Dinas Pemberdayaan Masyarakat,
dan Desa, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
Kabupaten Kulon Progo. Daftar kelompok - kelompok yang lolos
tahap seleksi dapat dilihat di Lampiran 1.

Kelompok - kelompok yang telah lolos terdiri dari dari 12
Kecamatan yang masing - masing memiliki jumlah yang berbeda -
beda. Jumlah terbanyak kelompok yang lolos ditempati oleh
Kecamatan Waates.

Pemberian hibah

Pemberian hibah program Kelompok Asuh Keluarga Binangun
Kabupaten Kulon Progo di laksanakan setelah prsses penentuan
kelompok - kelompok sasaran. Dana hibah kelompok di titipkan di
BPD Bank Pasar Kanupaten Kulon Progo. Berikut adalah penuturan
dari ibu Rr. Ratih Indriyanti, SE terkait pemberian hibah:

“dana sepuluh juta masing - masing kelompok kami berikan

melalui BPD Bank Pasar mbak, jadi itu tidak disalah gunakan o

leh oknum - oknum tertentu karena sudah pasti masuk tabungan.
Selain itu juga hemat waktu kalau kita transfer.”
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Hal yang sama pun di tuturkan oleh ketua fraksi PAN, Priyo

Santoso Dewan Perwakilan Daerah Kabupaten Kulon Progo:

“jadi itu dulu kalau tidak salah danannya dititipin ke BPD Bank

Pasar tidak langsung tunai dikasihkan karena untuk

menghindari penyelewengan. Kelompok - kelompoknya di suruh

buat tabungan dulu di bank itu.”

Pemberian dana di lakukan melalui tabungan BPD Bank Pasar
Kabupaten Kulon Progo agar terhindar dari penyelewengan dana
hibah sebesar Rp. 10.000.000,- (Sepuluh juta rupiah)

Monitoring dan Evaluasi Program Kelompok Asuh Keluarga Binangun
(KAKB)

Organisasi Perangkat Daerah yang membidangi kemiskinan
berkewajiban memberikan data dan informasi program melalui Informasi
Manajemen Program Penanggulangan Kemiskinan. Monitoring dan
evaluasi sangat di perlukan dalam setiap pelaksana